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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan 

bahwa dasar yuridis Mahkamah Agung terkait dengan pemutusan perjanjian secara 

sepihak dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada 

pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu”. Artinya bahwa dalam  kasus PT Chuhatsu 

Indonesia dengan PT Tenang Jaya Sejahtera pemutusan perjanjian secara sepihak 

dilakukan secara mendadak oleh PT Chuhatsu Indonesia tanpa mengetahui 

kesalahan dari pihak PT tenang jaya sejahtera. Akan tetapi melihat sikap dari 

Mahkamah Agung yang menyatakan pemutusan perjanjian secara sepihak 

merupakan perbuatan melawan hukum dengan dasar pasal 1338 ayat (2) 

KUHPerdata, dari segi teoritis tidak tepat. Karena dasar yang digunakan oleh 

majelis hakim merupakan pasal yang bagian dari perjanjian karena pasal 1338 

KUHPerdata merupakan pasal yang mengatur akibat dari suatu perjanjian itu 

sendiri, yang mana unsur perbuatan melawan hukum jauh dari konsep perjanjian, 

yang sebenarnya konsep perjanjian lebih dekat dengan wanprestasi. Dengan 

demikian dua konsep antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang 

mana satu ada unsur perjanjian dan yang satu lagi tidak ada unsur perjanjian, ini 

dua konsep yang berbeda dan apabila digabungkan seperti yang dilakukan oleh 

majelis hakim yang mana mengakui adanya perjanjian tetapi menganggap 
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pemutusan perjanjian sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan juga pasal yang 

digunakan merupakan bagian dari perjanjian, akan menimbulkan argumentasi 

hukum yang tidak tepat.  

B. Saran 

1. Adanya pemahaman kepada para pihak terkait dengan perjanjian dan akibat 

hukum dari perjanjian itu sendiri, lewat sosialisasi atau konsultasi, agar dalam 

membuat suatu perjanjian para pihak mengerti terkait dengan akibat dan konsep 

hukum perjanjian. 

2. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, agar tidak terjadi 

tumpang tindih antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat 

menentukan ukuran dalam memberikan batas antara wanprestasi dan perbuatan 

melawan hukum agar dalam memahami terkait wanprestasi dan PMH tidak di 

pukul rata begitu saja . 
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